
 
 

UNIVERSITAS BUNG HATTA | 92  
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

a. Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap hak dan 

kesempatan penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilu di Kota 

Padang terdapat dua hak yang dimiliki oleh disabilitas yaitu hak memilih 

dan hak dipilih. Berdasarkan hak dalam memilih bagi penyandang 

disabilitas sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari keikutsertaan 

penyandang disabilitas dalam pemilihan umum,  namun dalam 

pelaksanaanya masih terdapat kesulitan dalam mengakses lokasi TPU. 

Disisi lain implementasi UU No 7 tahun 2017 terhadap hak disabilitas untuk 

dipilih belum terpenuhi. Meskipun antusiasme dan keinginan untuk dapat 

ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum ada namun dalam 

pelaksanaanya belum ada penyandang disabilitas yang masuk kedalam 

bursa calon dalam pemilihan umum.  

b. Kendala-kendala yang dialami oleh kelompok masyarakat penyandang 

disabilitas di Kota Padang dalam memperjuangkan hak politiknya pada 

pemilu sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ditemukan beberapa 

penyandang disabilitas yang telah tergabung dalam partai politik, namun 

dalam pelaksanaanya belum terdapat penyandang disabilitas yang turun 

langsung dalam pemilihan umum. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab 

hal ini salah satunya SDM penyandang disabilitas masih terbatas dalam sisi 

materi, pendidikan maupun hal lainnya. Disisi lain partai politik juga 
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mengalami kendala dalam merekrut penyandang disabilitas hal ini karena 

elektabiltas penyandang disabilitas masih dianggap rendah dan memang 

tidak adanya kewajiban untuk mencalonkan penyandang disabilitas dalam 

pemilu. 

c. Upaya-upaya yang dilakukan KPU dan masyarakat penyandang disabilitas 

dalam mengatasi kendala-kendala golongan disabilitas dalam 

memperjuangkan hak politiknya di Kota Padang, KPU dan golongan 

disabilitas (PPUAD) hanya dapat melakukan upaya-upaya sejauh yang telah 

diatur dalam perundang-undangan, dalam hal ini hanya dapat memberikan 

sosialisasi dan pendampingan terhadadap penyandang disabilitas meliputi 

aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, pendampingan umum, kampanye 

inklusi dan mengupayakan peraturan atau kebijakan yang inklusi. 

Sedangkan dari sisi partai politik belum tampak upaya dalam pemenuhan 

hak bagi penyandang disabilitas.  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran 

terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu, yaitu : 

a. Saran Terhadap Kelompok Penyandang Disabilitas  

1) Penyandang Disabilitas diharapkan dapat lebih aktif dalam mencari 

informasi tentang Pemilu baik bagaimana sistem pengkaderan hinga 

sistem penentuan baslon yang dilakukan oleh partai politik 
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2) Penyandang Disabilitas harus dapat meningkatkan Kualitas dan 

Kapasitasitasnya baik secara individu maupun di lingkungan masyarakat 

untuk meningkatkan elektabilitas sebagai calon wakil rakyat. 

b. Saran terhadap KPU 

1) Untuk lebih meningkatkan pemenuhan hak disabilitas dalam pemilu, 

diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh KPU. 

Pertama, KPU harus terus mengembangkan dan memperkuat program 

pelatihan bagi petugas pemilu yang berfokus pada pemahaman tentang 

kebutuhan khusus disabilitas dan cara memberikan bantuan dengan 

sensitivitas. Selain itu, KPU harus lebih aktif dalam melibatkan dan 

berkoordinasi dengan organisasi masyarakat sipil yang mewakili 

disabilitas, guna memastikan bahwa perspektif dan aspirasi mereka 

tercermin dalam kebijakan pemilu.  

2) KPU harus lebih proaktif dalam menginformasikan dan menyediakan 

aksesibilitas informasi pemilu dalam berbagai bentuk dan media, 

sehingga memudahkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Dengan langkah-langkah ini, KPU dapat 

memastikan bahwa pemilu di Indonesia benar-benar inklusif, dan setiap 

warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi 

dengan penuh hak dan setara dalam proses demokrasi. 

c. Saran Terhadap Partai Politik 

1) Partai Politik dapat sedikit membuka ruang kesempatan terhadap 

penyandang disabilitas untuk dapat turut andil di dunia politik. 

Pemberian kesempatan ini dapat dimulai dengan memberikan 
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kesempatan terhadap penyandang disabilitas bergabung sebagai anggota 

dan menjadikan kader dengan diiringi pembimbingan dan arahan dari 

partai politik tersebut. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian 
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Lampiran 3 Kuesioner Penelitian 

ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILU KHUSUSNYA HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG 

DISABILITAS UNTUK DI PILIH DALAM PEMILU (STUDI DI KOTA 

PADANG) 

1. No. Responden  : …………..(Diisi Oleh Peneliti) 

2. Jenis Kelamin*  : Laki-Laki/Perempuan 

3. Organisasi/Institusi  :  

4. Jenis Disabilitas  : Daksa, Netra, Rungu Wicara, Grahita 

5. Usia   : 

6. Pendidikan Terakhir : 

*Coret yang tidak Perlu 

 

 

A. Petunjuk Pengisian 

Berdasarkan tanggapan Bapak/Ibu, berilah tanda () pada kolom nilai jawaban 

yang paling sesuai dengan refleksi atau persepsi Bapak/Ibu. Penilaian disusun 

menggunakan skala yang terdiri dari angka 1 sampai dengan 5 

• 5 = Sangat Setuju/ Sesuai/Sering 

• 4 = Setuju/ Sesuai/Sering 

• 3 = Ragu-ragu/Netral 

• 2 = Tidak Setuju/Sesuai/Sering 

• 1 = Sangat Tidak Setuju/Sesuai/Sering 

 

B. Kuisioner Penelitian 

NO URAIAN 1 2 3 4 5 

1 
Saya mengetahui hak-hak saya sebagai penyadang disabilitas di 

dalam pemilu           

2 

Masih banyak hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi 

dalam pelaksanaan pemilu.           

3 
Apakah hak saudara sebagai penyandang disabilitas sudah 

terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan pemilu?            
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4 
Apakah anggota dewan legislatif yang saat ini menjabat sudah 

menyalurkan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas?           

5 

Penyandang disabilitas kesulitan menemui anggota dewan legislatif 

untuk meyalurkan aspirasi.           

6 

Anggota dewan legislatif yang sedang menjabat sering menemui 

para penyandang disabilitas untuk menampung aspirasi.           

7 

Saya sering berkunjung ke partai politik untuk mencari tau program 

yang sedang dilaksanakan/dijalankan oleh partai politik.           

8 

Partai politik/anggota partai sering melaksanakan program maupun 

sosialisasi yang melibatkan kelompok penyadang disabilitas.           

9 

Partai politik sering merekomendasikan penyandang disabilitas 

untuk bergabung dan turut serta dalam pemilu sebagai calon.           

10 

Apakah saudara merasa perlu adanya perwakilan dari golongan 

disabilitas yang menduduki kursi ekskutif maupun legislatif           

11 

Kedudukan anggota dewan saat ini sudah cukup baik tanpa perlu 

adanya penyandang disabilitas sebagai penyalur aspirasi.      

12 

Apakah Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah 

mengakomodir hak penyandang disabilitas.      

13 

Undang-undang No.7 Tahun 2017 perlu di perbaharui untuk lebih 

mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan 

pemilu. 
     

14 

Perlunya diperjelas dalam undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang 

konsep afirmasi/diskriminasi positif terhadap penyandang 

disabilitas. 
     

15 

Apakah saudara merasa perlu adanya perwakilan dari golongan 

disabilitas yang menduduki kursi ekskutif maupun legislatif      
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Lampiran 4 Master Table 

RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jumlah 

1 3 1 1 1 2 3 3 1 3 5 1 2 5 5 5 41 

2 5 3 3 3 4 2 1 3 1 5 1 3 3 5 5 47 

3 5 3 5 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 45 

4 1 3 5 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 5 2 42 

5 5 2 3 3 3 2 4 4 3 4 2 5 4 3 3 50 

6 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 4 2 33 

7 5 1 5 2 2 2 2 2 5 2 1 5 4 5 1 44 

8 3 5 1 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 5 52 

9 5 2 4 4 4 4 1 5 5 5 1 2 5 5 5 57 

10 5 2 3 3 3 3 1 5 5 5 2 3 5 5 5 55 

11 5 5 3 4 4 5 3 4 3 5 1 2 5 4 5 58 

12 5 1 5 5 1 5 2 5 5 2 2 5 5 5 5 58 

13 5 2 3 3 3 3 1 5 5 5 1 3 5 5 5 54 

14 5 4 5 5 2 4 4 3 4 5 1 4 5 5 5 61 

15 5 2 4 4 4 4 1 5 5 5 2 3 5 5 5 59 

16 5 2 3 3 3 3 1 5 5 5 1 3 5 5 5 54 

17 1 2 1 3 3 4 4 3 5 3 3 1 5 2 1 41 

18 3 1 3 2 3 5 3 4 5 3 3 5 5 3 3 51 

19 5 5 1 4 5 4 5 5 5 1 1 2 4 5 1 53 

20 5 4 4 5 3 5 2 2 4 2 2 5 3 4 3 53 

21 1 1 1 2 4 4 4 4 4 5 1 4 4 5 5 49 

22 5 2 1 3 4 2 3 3 5 5 3 2 3 3 5 49 

23 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 66 

24 5 5 4 3 5 3 3 5 4 5 3 2 5 5 5 62 

25 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 2 3 62 

26 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 1 2 4 4 5 51 

27 4 5 1 2 5 2 2 2 2 5 1 1 5 4 5 46 

28 4 5 1 2 4 2 2 2 2 5 1 1 5 4 5 45 

29 1 1 2 2 2 2 1 5 5 1 2 5 1 1 1 32 
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30 5 3 2 4 5 5 1 5 1 5 1 2 4 3 5 51 

31 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 46 

32 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 24 

33 4 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 50 

34 1 3 5 2 4 2 2 2 3 1 1 4 5 1 2 38 

35 2 5 1 1 3 2 2 3 2 1 2 5 4 3 2 38 

36 2 4 5 1 3 2 1 3 1 2 1 3 5 2 3 38 

37 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 2 4 3 4 52 

38 4 5 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 59 

39 2 2 3 2 3 2 4 3 2 1 2 2 2 1 1 32 

40 5 2 2 3 2 1 2 3 2 5 1 2 2 1 1 34 

41 5 4 3 1 4 3 5 5 1 2 2 5 5 5 5 55 

42 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 

43 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

44 3 1 3 2 2 2 2 3 1 5 2 2 3 1 5 37 

45 5 4 5 3 4 1 5 4 4 4 1 2 4 4 4 54 

46 1 4 3 5 4 3 3 3 1 2 1 1 3 2 2 38 

47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

48 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 44 

50 4 4 5 4 4 2 1 1 1 1 1 3 3 4 2 40 
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Lampiran 5 Uji Penelitian 

UJI VALIDITAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 

r 
H

it
u
n
g

 0,699

49448

3 

0,332

17527

4 

0,288

20728

8 

0,476

45526 

0,343

94460

7 

0,552

04699 

0,289

22450

4 

0,591

54706 

0,553

88346

8 

0,549

90432

9 

0,245

7613 

0,249

60888

2 

0,566

25214

6 

0,651

49430

8 

0,666

09978

5 

r 
T

ab
el

 0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

0,230

6 

K
es

im
p
u

la
n
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
al

id
 

V
ar

ia
n

 2,262

85714

3 

1,928

57142

9 

1,846

93877

6 

1,122

04081

6 

0,858

77551 

1,224

48979

6 

1,432

24489

8 

1,424

08163

3 

2,001

63265

3 

2,253

46938

8 

0,948

97959

2 

1,567

75510

2 

1,209

79591

8 

1,843

26530

6 

2,377

14285

7 
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Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian 
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